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Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD ialah
lembaga yang mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan
Desa dan bekerja sama atau sebagai mitra kerja Kepala desa.
Anggota-anggota BPD merupakan perwakilan dari masyarakat desa
yang dipilih dengan cara demokrasi. Penelitian ini menggunakan
metode  deskriptif dengan pendekatan kulitatif.  Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi,
wawancara dan dokumentasi. Data diambil darai narasumber yang
ditetapkan berdasarkan teknik data display. Hasil penelitan
menunjukan bahwa kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi yang
pertama yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan
desa bersama kepala desa, telah dilaksanakan sesuai dengan
fungsinya. Sedangkan, dalam melaksanakan fungsi yang kedua
yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, telah
dilaksanakan sesuai dengan fungsinya namun masih terdapat
kendala. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa BPD Desa
Sukalaksana telah melaksanakan fungsinya namun masih terdapat
kendala dan belum optimal.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Fungsi

Pengawasan, Desa Sukalaksana

Abstract

The Village Consultative Body, or (in Indonesian: Badan
Permusyawaratan Desa / BPD), is an entity that optimizes village
government administration and collaborates with or as a working
partner of the Village Head. Members of the BPD are
democratically chosen representatives of the local community. This
study employs a descriptive method with a qualitative approach.
The following data gathering methods were used: literature review,
observation, interviews, and documentation. Data is gathered from
sources that have been determined using data visualization
techniques. The research findings indicate that the BPD's
performance in carrying out the first function, namely debating and
agreeing on the draft village regulation with the village head, was
in line with its role. Meanwhile, in carrying out the second duty,
which is to accommodate and channel the village community's
ambitions, has been carried out according to its function but there
are still obstacles. According to the study's findings, the
Sukalaksana Village BPD looks to have carried out its functions,
but there are still hurdles and it is not optimum..
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Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah
mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah mengatur (Isriawaty, 2015) dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta
menjalankan  otonomi  seluas-luasnya. Amanat tersebut telah dilaksanakan
dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang telah mengubah paradigma pemerintahan dengan
mengedepankan peran daerah dalam melaksanakan pembangunan (Iskandar, 2018).
Dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota
dan ayat (2) daerah kabupaten/kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan
dibagi atas kelurahan dan/atau desa.

Kedudukan Desa dalam pemerintahan Negara Kesatuan  Republik
Indonesia  semakin kuat tercermin dengan diterbitkannya Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desadan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa yang bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan antar wilayah,
kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah telah memberikan
ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunannya sehingga masyarakat
tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai
subjek pembangunan. Dengan harapan akselerasi hasil-hasil pembangunan
dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan  kualitas
kehidupan masyarakat desanya. Dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan
pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi telah menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa agar dapat
mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan  desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan  pemberdayaan
masyarakat desa di lingkungan Kabupaten Bekasi. Dinyatakan dalam Pasal 2
pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan Pasal 4
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kepala desa
yang dibantu oleh perangkat desa. Seperti halnya pada pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, ada lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah Desa
yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa,
sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi,
kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian
anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

Apabila ditelaah kembali fungsi BPD membahas dan menyepakati
rancangan peraturan Desa bersama Kepala desa dan melakukan pengawasan
kinerja Kepala desa serta melakukan pengawasan Kkinerja Kepala desa dalam
Pasal 85 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa,
perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sangat
strategis karena BPD merupakan perwujudan lembaga demokratis sebagai
unsur penyelengara dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan
representasi  wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Namun, menurut
pengamatan peneliti khususnya di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya,
Kabupaten Bekasi fungsi dan peran BPD belum optimal. Misalnya, apakah
ada aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDes, penyelengaraan
musyawarah  BPD, penyelengaraan musyawarah desa, koordinasi  dengan
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Pemerintah Desa, dan Pembahasan Peraturan Desa. Selain itu, masih
banyaknya masyarakat Desa yang kurang mengetahui mengenai pelaksanaan
fungsi BPD karena sosialisasi yang kurang menyeluruh, kemudian terlalu
banyaknya aspirasi masyarakat Desa yang ditampung oleh BPD setiap
tahunnya terhitung mulai dari tahun 2017 - 2019, namun masih banyak
aspirasi masyarakat Desa yang belum dapat tersalurkan dalam proses
penyusunan RPJMDes. Hal ini dapat dilihat peran dan fungsi BPD di Desa Sukalaksana
Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, pada tahun 2017-2019, sebagaimana tabel
berikut :

’ Tahun
‘ungsidan Tugas B T | e
e 2017 | 2018 | 2019 | Keterangan

Jumiah

Desa Sukalaksana terdin

dan 14 RT dan setiap R

dipalih 2 aspirrasi

ditampung BPD masyarakat untk
disalurkan dalam proes

| penyusunan RPIMDes
Masuk dalam proses

1. Aspiras: masyuarakat Desa yang 2

2. Aspirasi masyarzkat Desa yang penyusunan RPJMDes
disalurkan/masuk dalam proses 28 28 28 | tabun 2017 6 aspirasi;
penyusunan RPIMDes o tahun 2018 8 aspiast;

® tahun2019 9 aspirasi
3. Penyusunaa dan atau pembahasan

peraturan desa 1 4 4 Seluruhnys terlaksana

4. Pelaksanann pengawasan kinega Terlaksana (setiap

Kepala Desa mnggon desa)
5. Pelaksanaan evaluasi laporan
keterangan penyelenggarann 1 I 1 Seluruhoya terlaksana

pcmerl nta l’li‘ o Desa

Gambar 1. Pelaksanaan Fungsi dan Tugas BPD di Desa Sukalaksana Kecamatan
Sukakarya, Kabupaten Bekasi, pada tahun 2017-2019

Dari Gambar 1 di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas BPD
di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, pada tahun 2017-2019,
sebagai berikut:

1. Aspirasi masyarakat Desa yang ditampung BPD yaitu setiap satu RT diberi
kesempatan mengajukan lima usulan. Di Desa Sukalaksana terdiri dari 14
RT. Usulan yang diterima dipilih berdasarkan prioritas dan setiap RT hanya
ditampung dua aspirasi. Pada tahun 2017-2019, aspirasi masyarakat 5
yang diterima BPD sejumlah 70 aspirasi setiap tahunnya dan aspirasi yang
tertampung pada tahun 2017-2019 hanya sebanyak 28 aspirasi setiap
tahunnya;

2. Aspirasi masyarakat Desa yang disalurkan/masuk dalam proses penyusunan
RPJMDes dipilih lagi dengan memprioritaskan aspirasi yang berkaitan antara lain
dengan pembangunan sehingga aspirasi yang masuk dalam proses pensusunan
RPJMDes pada tahun 2017 sebanyak 6 aspirasi, tahun 2018 sebanyak 8 aspirasi,
dantahun 2019 sebanyak 9 aspirasi;

3. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan dilakukan desa, pada tahun
2017-2019 dilaksanakan dalam setiap musyawarah Desa dengan sebanyak 4 kali
setiap tahunnya;

4. Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala desa, pada tahun 2017-2019
pengawasan kinerja kepala desa dilaksanakan oleh BPD setiap minggon
desa atau sebanyak 48 kali setiap tahunnya;
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5. Pelaksanaan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan
Desa, pada tahun 2017-2019 dilaksanakan setiap satu tahun sekali dan seluruhnya
terlaksana.

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara
ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Asmawati, 2018).
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
penelitian kualitatif. Selanjutnya, mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif
adalah metode penelitian berlandasakan pada filsafat post positivesme, digunakan untuk
meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Selain itu, teknik pengumpulan data dilakukan
secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta
yang ditemukan di lapangan dengan didukung dengan data primer dan data sekunder
(Habsy, 2017). Data primer didapatkan dengan cara observasi dan wawacancara para
informan. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi literatur, dokumen, buku,
atau data-data ditempat penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam
Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan desa di desa Sukalaksana, Kecamatan
Suakakarya, Kabupaten Bekasi. Adapun jumlah informan yang sudah ditetapkan oleh
peneliti sejumlah 5 orang, sebagaimana tabel dibawah berikut :

No. Informan Jumlah

" KetuaBadan Permusyawaratan Desa SukalaksanaKecamatan Sukakarya, 1
Kabupaten Bekasi

2 Kepala Desa SukalaksanaKecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi 1

1 [embaga Kemasyarakatan Desa Masyarakat Desa Sukalaksana (Rukun 1

= Tetangga).

4 chalq Dusun di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya, Kabupaten 1
Bcekasi

5 Masyarakat Desa Sukalaksana 1

Jumlah 5

Gambar 2. Daftar Informan

Hasil dan Pembahasan

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut
dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis, sebagaimana dintakan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa. Kemudian BPD mempunyai fungsi, yaitu:

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
desa;

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala desa.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, berdasarkan keputusan Bupati Bekasi Nomor
141/Kep-241-BPMPD/2012, telah ditetapkan jumlah unsur pimpinan dan anggota BPD di
Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi sebanyak 9 (sembilan) orang.

Dalam pelaksanaan fungsi pertama, membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Desa bersama Kepala desa. Rancangan peraturan yang diusulkan setiap
tahunnya berturut-turut yaitu pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 sebanyak 4
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rancangan peraturan, berhasil ditetapkan menjadi peraturan desa di Desa Sukalaksana
Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasl. Dalam pelaksanaan fungsi kedua, menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Pada tabel 1.1 disebutkan bahwa selama 3
tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 sebanyak 28
aspirasi mayarakat yang ditampung oleh BPD, tetapi yang masuk dalam proses
penyusunan RPJMDes pada tahun 2017 dari 28 asprirasi masyarakat yang ditampung,
hanya sebanyak 6 aspirasi yang disalurkan, begitu juga pada tahun 2018, dari 28 aspirasi
masyarakat yang ditampung, hanya sebanyak 8 aspirasi yang disalurkan, sedangkan pada
tahun 2019 dari 28 asprirasi yang tertampung, hanya sebanyak 9 aspirasi yang disalurkan.
Sedangkan, pada fungsi ketiga, selama 3 tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2017,
tahun 2018 dan tahun 2019 yang setiap tahunnya BPD telah melaksanakan pengawasan
kinerja Kepala desa sebanyak 48 kali setiap minggon desa.

Selain Menjalankan Ketiga Fungsi BPD Tersebut, BPD Harus Melakukan Evaluasi
Terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Selanjutnya
Disingkat LKPPD Yang Merupakan Laporan Kepala desa Kepada BPD Atas Capaian
Pelaksanaan Tugas Kepala desa Dalam Satu Tahun Anggaran, Sebagaimana Dinyatakan
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016
Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 48.

Fungsi BPD pertama yaitu pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan
Desa diselenggarakan olenh BPD. Sebelum pembahasan rancangan Peraturan Desa
dilakukan antara BPD dan Kepala desa, biasanya dilakukan pembahasan dalam
musyawarah internal BPD paling lama 10 hari kerja sejak rancangan Peraturan Desa
diterima oleh BPD. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD di Desa
Sukalaksana, diperoleh pemahaman bahwa dalam membahas dan menyepakati rancangan
peraturan desa bersama kepala desa, dalam setahun BPD dan Kepala desa melakukan
pembahasan rancangan peraturan Desa sebanyak empat kali dalam setahun. Setiap tahun
yaitutahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 masing-masing dilakukan sebanyak empat
kali. Kemudian dalam setiap rancangan Peraturan Desa yang dibahas akan disepakati
bersama (PUTRO, 2019). Dalam proses perancangan Peraturan Desa tentu sudah pasti
ada perbedaan pendapat, namun kami selalu mengutamakan musyawarah sehingga dapat
mencapai kesepakatan bersama. Karena tujuannya adalah untuk memajukan Desa
Sukalaksana.

Kepala desa Sukalaksana menyatakan terkait tugas BPD yang pertama, yaitu BPD
membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala desa . Hasil
wawancara menunjukkan setiap rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai Kepala desa
dan diusulkan oleh BPD kepada pemerintah desa, selalu terlebih dahulu dikonsultasikan
kepada Masyarakat Desa untuk mendapat masukan yang baik dari masyarakat desa dan
agar hasil rancangan peraturan desa sesuai dengan kehendak bersama dalam setahun
kepala desa bersama BPD melakukan pembahasan rancangan peraturan desa sebanyak
empat kali dan apabila ada kendala selalu diselesaikan dengan musyawarah (Prasetya,
2016). Kemudian dalam setiap rancangan peraturan desa yang dibuat tidak ada warga
desa yang keberatan atas rancangan peraturan desa dan apabila ada warga desa yang
merasa keberatan atas rancangan peraturan desa pasti pihak pemerintah desa bersama
BPD akan melakukan penjelasan serta memberikan pemahaman kepada warga desa
tersebut.

Keterangan dari kepala desa ini didukung dengan pernyataan ketua RT 3 Dusun 3
mengenai fungsi BPD yang pertama yaitu membahas dan menyepakati rancangan
peraturan desa bersama kepala desa. Setiap rancangan peraturan desa yang dibuat selalu
dikonsultasikan dengan masyarakat Desa khususnya RT, karena mengenai informasi atau
aturan apapun yang dibuat selalu dibahas dan di musyawarahkan dalam minggon desa
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yang dilaksanakan setiap hari kamis dan dari pihak RT akan menyampaikan kepada
masyarakat dalam lingkungan RT (DOLOH, 2018). Namun terkadang banyak juga
masyarakat tidak mengetahui rancangan peraturan desa yang dibuat dan dibahas oleh
BPD bersama kepala desa karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat desa dalam
setahun biasanya dikonsultasikan kepada masyarakat desa sebanyak empat kali atau
tergantung dari pihak desa sendiri. Untuk masukan biasanya hanya berupa persetujuan
maupun penolakan dari warga dalam lingkungan RT mengenai rancangan peraturan yang
dibuat.

BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa (Suwirsa, Atmadja, SE, & Sulindawati, 2016). Dapat dikatakan bahwa
aspirasi masyarakat sangat melekat dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
desa dan pelayanan pada umumnya tentu tidak lepas dari ungkapan harapan dan
kebutuhannya (Langoy, 2016). Tentu BKD sangat mengharapkan beragam aspirasi
masyarakat, sebab menjadi salah satu sumber masukan dalam penyusunan rancangan
peraturan desa yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Tentu tidak semua
aspirasi masyarakat yang sudah ditampung oleh BPD dapat disalurkan. Hasil wawancara
dengan Ketua BPD menunjukkan bahwa dalam setiap tahun aspirasi masyarakat yang
ditampung oleh BPD sebanyak 70 aspirasi, dimana dari total 70 aspirasi tersebut dibagi
ke dalam 14 RT yang ada di Desa Sukalaksana, sehingga total keseluruhan aspirasi yang
tersalurkan sebanyak 28 aspirasi setiap tahun. Dalam setiap RT dipilih dua aspirasi
masyarakat untuk disalurkan dalam proses penyusunan RPJMDes. Jenis aspirasi yang
paling banyak diberikan masyarakat desa biasanya mengenai pembangunan desa seperti
perbaikan jalan, masalah saluran irigasi, dan sarana olahraga. Sejauh ini kendala yang
dihadapi dalam penyaluran aspirasi masyarakat adalah banyaknya aspirasi dari
masyarakat yang ingin disalukan namun tidak memungkinkan untuk seluruhnya
tersalurkan. Cara BPD dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan memberikan
pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak mungkin seluruh aspirasi yang masuk dapat
disalurkan seluruhnya.

Fungsi BPD yang ketiga adalah melakukan pengawasan kinerja kepala desa.
Menurut Ketua BPD Desa Sukalaksana, BPD melakukan pengawasan kinerja kepala desa
setiap minggon atau musyawarah Desa. Kemudian selain itu, BPD juga melakukan
evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap satu tahun sekali
(Langoy, 2016; Roza & Arliman, 2017). BPD belum pernah menemukan ketidaksesuaian
kinerja kepala desa dengan ketentuan peraturan perundang-udangan karena apa yang
dilakukan dan dilakasanakan telah sesuai dengan aturan.

Sedangkan menurut Ketua RT 3 Dusun 3 mengenai fungsi BPD yang ketiga yaitu
cara yang dilakukan masyarakat desa dalam mengawasi kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa,
dan pemberdayaan masyarakat desa dengan ikut serta dalam setiap proses program yang
dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan dengan melihat dampak baik maupun dampak
buruk yang dirasakan oleh masyarakat desa. Selama ini untuk masyarakat sendiri belum
menemukan ketidaksesuaian mengenai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah
desa. Hanya saja mengenai pelaksanaan pembangunan desa sepeti perbaikan jalan
terkadang masyarakat tidak sabar menunggu prosesnya.

BPD dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, harus bekerja
sama atau sebagai mitra kerja kepala desa, fungsi BPD menurut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang dinyatakan dalam Pasal 31, BPD mempunyai
fungsi: a. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; b.
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan c. melakukan pengawasan
kinerja kepala desa (Apriani & Sakban, 2018). Hasil penelitian mengenai pelaksanaan

Rofiudin 615



Volume 1, Nomor 7, Juli 2021
p-ISSN 2774-7018 ; e-ISSN 2774-700X

fungsi BPD di Desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi, dianalisis
dengan menggunakan fungsi pengawasan yang dikemukakan oleh (Masuara, 2014)
bahwa pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya
mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif
sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dari hasil
wawancara, dapat dijelaskan bahwa kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi yang
pertama yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala
desa, telah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Di mana setiap rancangan peraturan
desa yang dibuat dan disepakati oleh BPD bersama kepala desa terlebih dahulu
dikonsultasikan dan disampaikan kepada masyarakat Desa Sukalaksana agar
mendapatkan masukan dari masyarakat desa (Prasetya, 2016). Untuk rancangan peraturan
desa yang telah disepakati dan ditetapkan oleh BPD bersama Kepala desa pada tahun
2017 — 2019 masing-masing sebanyak empat peraturan desa.

Sedangkan Kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi yang kedua yaitu menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, telah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya
namun masih terdapat kendala.Hal tersebut berkaitan dengan fungsi pengawasan yang
dikemukakan oleh George R. Terry (2006, p. 395)bahwa pengawasan sebagai
mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan
apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan (Setiawan & Safri, 2016). Di mana aspirasi
masyarakat desa yang ditampung oleh BPD sudah dapat tersalurkan dalam RPJMDes,
namun belum seluruhnya dapat tesalurkan karena banyaknya aspirasi masyarakat yang
masuk. Hal tersebut membuat masyarakat desa mempertanyakan mengenai aspirasinya
yang tidak tersalukan, sehingga BPD harus memberikan penjelasan kepada masyarakat
desa mengenai hal tersebut.

Sementara itu, kinerja BPD dalam melaksanakan fungsi yang ketiga yaitu
melakukan pengawasan kinerja kepala desa, telah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya.
Hal tersebut berkaitan dengan fungsi pengawasan yang dikemukakan bahwa pengawasan
sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi
kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakantindakan korektif sehingga hasil pekerjaan
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dimana BPD dalam melakukan pengawasan
kinerja Kepala desa dengan cara melakukan evaluasi setiap satu tahun sekali dan setiap
minggon desa dilaksanakan, BPD beserta lapisan masyarakat desa belum menemukan
ketidaksesuaian mengenai kinerja Kepala desa (Adha & Ernawati, 2016).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa
fungsi BPD yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa
bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa dalam melaksanakan fungsi
pertama, sebelum BPD membahas dan menyepakati setiap Rancangan Peraturan Desa
bersama Kepala desa, terlebih dahulu dikonsultasikan dan disampaikan kepada
masyarakat desa Sukalaksana untuk mendapatkan masukan sebagai bahan masukan bagi
BPD pada saat rapat pembahasan. Namun, masih ada masyarakat desa Sukalaksana yang
belum mengetahui mengenai rancangan peraturan desa yang dibahas dan disepakati oleh
BPD bersama Kepala desa sukalaksana karena sosialisasinya belum dilakukan secara
menyeluruh. dalam melaksanakan fungsi yang kedua, sebelum BPD menyalurkan aspirasi
masyarakat desa Sukalaksana ke dalam RPJMDes, terlebih dahulu BPD menampung
seluruh  aspirasi masyarakat desa  Sukalaksana, kemudian memilih  dan
mempertimbangkan dengan skala prioritas dari sekian banyak aspirasi yang akan
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diajukan kepada pemerintahan desa untuk disalurkan dalam proses penyusunan
RPJMDes dalam melaksanakan fungsi ketiga, sebelum BPD melakukan pengawasan
kinerja Kepala desa Sukalaksana sekali setahun, BPD selalu menghadiri dan sekaligus
melakukan evaluasi pada saat pelaksanaan minggon desa yang dilakukan oleh pemerintah
desa dalam hal ini Kepala desa Sukalaksana. Hasil pengawasan masyarakat desa
Sukalaksana terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan
desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa belum
menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Hasil pengawasan melalui
pelaksanaan minggon desa maupun masyarakat desa Sukalaksan dapat dikatakan cukup
baik karena program dan atau kegiatan pemerintahan desa selalu mengikuti peraturan
perundang-undangan.

Oleh karena itu, BPD di desa Sukalaksana Kecamatan Sukakarya Kabupaten
Bekasi perlu melakukan sosialisasi dan terus meningkatkan pengawasan kinerja secara
menyeluruh kepada seluruh masyarakat desa Sukalaksana mengenai Rancangan Peraturan
Desa yang telah dibahas dan disepakati olen BPD bersama Kepala desa Sukalaksana, agar
dalam pelaksanaannya tidak menemui hambatan atau protes dari Masyarakat Desa
Sukalasana.
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